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ABSTRAK 

Ari Warningsih. 201510115186. Skripsi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016). 

 

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan 

Barang Di Atas Tanah Sengketa mempunyai dua tujuan. Pertama, Untuk 

mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang 

terjadi di atas tanah sengeketa dalam tahap penyidikan dan penuntutan pada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016. Kedua, untuk mengetahui 

hasil  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016 terhadap tindak 

pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa telah sesuai dengan 

ketentuan hukum Pidana Indonesia atau tidak. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam sistem penegakan 

hukum (law enforcement) di Indonesia, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang melakukan penyidikan 

dan penuntutan, sehingga dapat menangkap dan menahan seseorang yang diduga 

melakukan pelanggaran hukum pidana dan kemudian melimpahkan ke Penuntut 

Umum. Namun sebaliknya Penyidik dan penuntut umum dapat menghentikan 

penyidikan atau penuntutannya apabila kasus yang disidik atau dituntut bukan 

merupakan tindak pidana melainkan peristiwa hukum perdata. Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap kasus yang dialami oleh Iskandar Alias Yahya Idrus dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016 yang diputus melakukan 

tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

penyidik melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dan JPU di Kejaksaan Negeri Banjarnegara dengan lama masa 

tuntutan 5 (lima) bulan sehingga Hasil Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan 

Negeri Banjarnegara sampai dengan Mahkamah Agung telah memberikan 

pertimbangan dan putusannya menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan 

penjara. Namun Perbuatan Terdakwa bukanlah peristiwa tindak pidana atau 

perbuatan hukum yang dapat dipidana (strafbaar feit) karena masih ada sengketa 

kepemilikan tanah dan seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum 

(Onslag van alle rectvelvolging). 

 

Kata Kunci:  Tindak Pidana Pengrusakan, Tanah Sengketa, Penegakan Hukum. 
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ABSTRACT 

Ari Warningsih. 201510115186. Essay. Juridical Review of Crime of Destruction 

of Goods that Occur on Land of Disputes (Case Study: Decision of the Supreme 

Court Number: 1449 K / PID / 2016). 

 

Research on Juridical Review of Crime of Destruction of Goods Above the 

Land of Disputes has two objectives. First, to find out the law enforcement on 

criminal acts of damage to goods that occur on the same land in the stage of 

investigation and prosecution of the Supreme Court Decision Number: 1449 K/ 

PID2016. Secondly, to find out the results of the Decision of the Supreme Court 

Number: 1449 K / PID / 2016 on the crime of damage to goods that occurred 

above the land in dispute is in accordance with the provisions of the Indonesian 

Criminal Law or not. The research method used is normative juridical with 

descriptive analysis analysis specifications, the data sources used in the form of 

primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 

In the law enforcement system in Indonesia, Investigators and Public Prosecutors 

as law enforcement officers have the authority to carry out investigations and 

prosecutions, so that they can arrest and detain someone suspected of committing 

a violation of criminal law and then transfer it to the Public Prosecutor. But on 

the contrary the Investigator and public prosecutor can stop the investigation or 

prosecution if the case being investigated or prosecuted is not a crime but an 

event of civil law. Based on the results of the research on the cases experienced by 

Iskandar Alias Yahya Idrus in the Supreme Court Decision Number: 1449 K / PID 

/ 2016 which was decided to commit acts of destruction as stipulated in Article 

406 Paragraph (1) of the Criminal Code. Based on the results of the study showed 

that the investigator delegated the case to the Public Prosecutor in this case the 

Public Prosecutor (Prosecutor) and Public Prosecutor at the Banjarnegara 

District Attorney with a length of claim period of 5 (five) months so the Results of 

the Judges' Judgments at the Banjarnegara District Court up to the Supreme 

Court gave its judgment and decision sentenced the Defendant to 3 (three) months 

in prison. However, the Defendant's Action was not a criminal act or legal action 

that could be punished (strafbaar feit) because there was still a dispute over land 

ownership and the Defendant should have escaped all lawsuits (Onslag van alle 

rectvelvolging). 

 

Keywords: Destructive Crime, Land Dispute, Law Enforcement. 
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